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A. Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia, khususnya 
perdagangan luar negeri yang mengarah pada globalisasi, sangat berpengaruh 
pada pemerintah,  karena berpengaruh untuk meningkatkan kinerjanya dalam  
pelayanan bisnis. Dengan adannya kebijakan dan peraturan yang sejalan 
dengan pertumbuhan dan perkembangan di Indonesia, dapat memberikan 
motivasi bagi pelaku bisnis di Indonesia. Khususnya eksportir dan importir 
agar dapat meningkatkan  produktivitas dan kelancaran arus lalu lintas di 
Indonesia, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pamasukan devisa 
bagi negara. 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau bea cukai adalah nama dari 
suatu instansi pemerintah yang melayani masyarakat dibidang 
kepabeanan/pabean dan dibidang cukai. Bea cukai jaman Belanda dulu sering 
disebut dengan duane, di negara lain disebut dengan douanes, kastam, dan 
lain-lain. Nama resmi dari bea cukai adalah disingkat DJBC. Orang-orang 
sering menyebut bea cukai dengan sebutan BC. 
Tugas dan fungsi DJBC adalah berkaitan erat dengan pengelolaan 
keuangan negara antara lain memungut Bea Masuk berikut pajak-pajak atas 
barang impornya (PPN Impor, PPh Pasal 22, PPnBM) dan Cukai.  
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Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar (sering disebut sisi 
penerimaan) kepada Kas Negara adalah dari sektor pajak dan termasuk 
didalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola olah DJBC. Selain itu, 
tugas dan fungsi DJBC adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, 
mengawasi peredaran minuman mengandung Alkohol/Etil Alkohol dan 
peredaran rokok atau hasil tembakau lainnya. Seiring perkembangan waktu 
dan zaman, bea cukai bertambah fungsi dan tugasnya sebagai trade 
fasilitator, yaitu penundaan dan pembebasan pajak dengan syarat-syarat 
tertentu. 
Cukai adalah pungutan oleh negara secara tidak langsung kepada 
konsumen yang menikmati/menggunakan obyek cukai. Obyek cukai pada 
saat ini adalah Cukai Hasil Tembakau (rokok, cerutu), Etil Alkohol, dan 
Minuman Mengandung Etil Alkohol/Minuman keras. 
Secara sederhana dapat dipahami bahwa harga sebungkus rokok yang 
dibeli oleh konsumen sudah mencakup besaran cukai didalamnya. Pabrik 
rokok telah menalangi konsumen dalam membayar cukai kepada pemerintah 
pada saat membeli pita cukai yang terdapat pada kemasan rokok tersebut. 
Untuk mengembalikan besaran cukai yang sudah dibayar oleh pabrik maka 
pabrik rokok menambahkan besaran cukai tersebut sebagai salah satu 
komponen dari harga jual rokok tersebut. 
Sisi lain dari pengenaan cukai di beberapa negara maju adalah 
membatasi barang-barang yang berdampak negatif secara sosial (pornografi) 
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dan juga kesehatan (rokok dan minuman keras). Tujuan lainnya adalah 
perlindungan lingkungan dan sumber-sumber alam (minuman kemasan dan 
limbah), serta mengurangi atau membatasi konsumsi barang-barang mewah 
dan sebagainya. 
Pemungutan bea masuk adalah untuk melindungi industri dalam 
negeri dari limpahan produk luar negeri yang diimpor, dalam bahasa 
perdagangan sering disebut tarif barier yaitu besaran dalam persen yang 
ditentukan oleh negara untuk dipungut oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai 
(DJBC)  pada setiap produk atau barang impor. Sedang untuk ekspor pada 
umumnya pemerintah tidak memungut bea demi mendukung industri dalam 
negeri dan khusus untuk ekspor pemerintah akan memberikan insentif berupa 
pengembalian restitusi pajak terhadap barang yang diekspor. 
Produk mentah seperti beberapa jenis kayu,  pemerintah memungut 
pajak ekspor dan pungutan ekspor dengan maksud agar para eksportir 
sedianya dapat mengekspor produk jadi dan bukanlah bahan mentah atau 
setengah jadi. Filosofi pemungutan pajak ekspor pada komoditi ini adalah 
untuk melindungi sumber daya alam Indonesia. 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau bea cukai adalah nama dari 
suatu instansi pemerintah yang melayani masyarakat dibidang 
kepabeanan/pabean dan dibidang cukai. Bea cukai jaman Belanda dulu sering 
disebut dengan duane, di negara lain disebut dengan , douanes, kastam, dan 
lain-lain. Nama resmi dari bea cukai adalah disingkat DJBC. Orang-orang 
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sering menyebut bea cukai dengan sebutan BC, tetapi kernet bus yang biasa 
lewat kantor bea cukai sering menyebut dengan cukai. 
Sedangkan Bea dan Cukai daerah juga mengawasi proses impor yang 
masuk kedaerahnya, mulai dari prosedur, barang, tujuan, serta yang berkaitan 
baik langsung ataupun tidak langsung terhadap impor tersebut. 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A3 
Surakarta adalah suatu organissasi yang memiliki tujuan dan misi yaitu 
pelayanan kepada masyarakat umum. Dimana KPPBC ini merupakan 
organisasi publik yang bertanggung jawab atas lalu lintas barang didaerah 
pabean sehingga dituntut untuk mempersiapkan diri dan secara terus menerus 
melakukan perbaikan kearah perbaikan dalam rangka mengantisipasi berbagai 
tantangan dan perkembangan yang semakin sulit dan kompleks. Selain itu, 
selama ini citra pelayanan organisasi publik lebih rendah dibanding organisasi 
swsta. Sehingga untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan 
dan kebutuhan  masyarakat diperlukan pengkajian dan pengembangan kinerja 
sehingga kinerja organisasi dapat optimal. Hal ini perlu dilakukan karena 
seiring dengan perkembangan  jaman, mau  tidak  mau organisasi publik 
harus mengubah citra kinerjanya agar menjadi lebih baik. Sehingga dapat 
memenuhi harapan-harapan  masyarakat untuk  mendapat pelayanan yang 





Data Target dan Realisasi Produksi Bea dan Cukai 
Tahun 2007-2008 
Sumber : laporan Tahunan Seksi Perbendaharaan KPPBC Tipe A3 Surakarta tahun 2007-2008 
 
Tabel diatas dapat dilihat bahwa target pada setiap tahunnya tidak 
sama. Begitu juga dengan penerimaan dan realisasi yang dicapai dalam 
pemenuhan target. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa KPPBC Tipe A3 
Surakarta dapat memenuhi target bahkan melebihi target. 
Tercapainya target yang telah ditetapkan seperti diatas tidak lepas dari 
berbagai faktor, seperti yang diungkapkan bapak Joko Sartono selaku 
koordinator Pelaksana (Korlak) seksi perbendeharaan: 
“Tercapainya target juga disebabkan oleh benyak faktor, yaitu seperti 
kenaikan tarif cukai, mungkin juga ada apa itu, kenaikan impornya, 
sama mungkin produksi dari perusahaan yang meningkat. Sedangkan 
hambatan dalam pencapaian target, sejauh ini tidak ada.” 
(Sumber : data primer, wawancara 13 Maret 2009) 
 Tahun 2007 Tahun 2008 
Target  Realisasi Persentasi Target  Realisasi Persentasi 
 






Pabean Rp1.109  Rp2.592  233,62 Rp1.948 Rp3.146 161,50 
Penerimaan 
Cukai Rp293.508  Rp156.041  53,16 Rp355.441 Rp518.272 145,81 
Jumlah 
Rp294.617  Rp158.633  286,79 Rp357.389  Rp521.418  307,31 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengungkapkan 
permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan proses pembayaran 
dan penyetoran impor dengan judul “TATALAKSANA PEMBAYARAN 
DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA 
IMPOR PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA 

















B. Perumusan Masalahan  
Untuk memudahkan pembahasan  masalah dan pemahamannya,maka 
perumusan masalah adalah : 
1. Bagaimana tata kerja pembayaran penerimaan negara dalam  rangka 
impor? 
2. Bagaimana pengenaan pajak dalam rangka impor? 
3. Bagaimana tatalaksana penangguhan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam 
rangka impor? 
4. Bagaimana pencapaian target penerimaan negara dalam rangka impor pada 
daerah Surakarta? 
5. Apa saja hambatan dan upaya mengatasi permasalahan dalam  pembayaran 
dan penyetoran? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah : 
1. Untuk mengetahui tata kerja pembayaran penerimaan negara dalam  
rangka impor. 
2. Untuk mengetahui pengenaan pajak dalam rangka impor. 
3. Untuk mengetahui tatalaksana penangguhan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak 
dalam rangka impor. 
4. Untuk mengetahui pencapaian target penerimaan negara pada KPPBC 
Tipe A3 Surakarta. 
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5. Untuk mengetahui  Hambatan dan Upaya Mengatasi Permasalahan dalam 
Pembayaran dan Penyetoran. 
 
D. Manfaat  Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian adalah: 
1. Bagi Instansi Terkait 
Dengan penelitian ini diharapkan dapt memberikan masukan yang 
bermanfaat dalam prosedur pembayaran dan penyetoran penerimaan 
negara dalam rangka impor  pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai Surakarta. 
2. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan, 
dan dapat digunakan untuk bahan perbandingan dalam mengadakan 
penelitian selanjutnya, serta sarana untuk memperoleh gelar Ahli Madya 
pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. 
3.   Bagi Fakultas  
Merupakan penerapan ilmu ekonomi tentang transaksi ekspor-impor 
yang diperoleh dibangku kuliah dalam dunia praktek dan nyata. Sehingga 





4. Bagi Mahasiswa dan Pembaca Lain 
Merupakan tambahan referensi bacaan dan informasi khususnya bagi 
mahasiswa jurusan Bisnis Internasional yang sedang menyusun Tugas 
Akhir dengan pokok permasalahan yang sama. 
 
E. Metode Penelitian 
1. Ruang Lingkup Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Metode yang digunakan dalam  Penelitian Tugas Akhir ini merupakan  
diskriptif analitis, yaitu mencari gambaran umum kegiatan dianalisa 
secara mendalam dan terperinci dengan menekankan pada inti 
masalah.  
b. Lokasi Penelitian 
Lokasi Penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe A3 Surakarta. Penelitian dilakukan selama 2 bulan. 
2. Jenis Data 
a. Data Primer 
Data primer adalah  data yang diperoleh langsung dari sumbernya. 
Data ini diperoleh dengan cara wawancara langsung pada bagian 




b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah  data pendukung yang diperoleh dari sumber 
lain yang berkaitan dengan penelitian. Data ini penulis peroleh dari 
buku maupun sumber bacaan lain. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Studi Lapangan 
Studi Lapangan adalah teknik pengumpulan data dengan terjun 
langsung kedalam objek penelitian untuk mengadakan penelitian 
langsung. Studi lapangan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu : 
1). Interview atau Wawancara 
 Wawancara dilakukan dengan pimpinan, staf, dan karayawan 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beadan Cukai Surakarta. 
2). Observasi atau Pengamatan 
Observasi atau Pengamatan  merupakan salah satu  teknik 
pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung 
terhadap masalah yang akan diteliti. 
3). Metode Analisis 
Dalam mengolah dan menganalisa data yang diperoleh, penelitian 
ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan cara 
menginterprestasikan, membaca, menyimak, membandingkan 
data yang ada untuk kemudian dilakukan uraian guna menarik 
kesimpulan. 
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b. Studi Pustaka 
Studi Pustaka adalah  melakukan pengumpulan data dengan mempelajari 
perundang-undangan dan peraturan tentang impor dan kepabeanan, serta 


























Kegiatan impor dapat dikatakan sebagai proses jual beli biasa antara 
penjual yang berada di luar negeri dan pembeli yang berada di Indonesia. 
Adapun tahapan impor adalah : 
Hal yang penting dalam setiap transaksi impor adalah terbitnya L/C 
atau letter of credit yang dibuka oleh pembeli di Indonesia melalui Bank 
(Issuing Bank). Selanjutnya penjual di luar negeri akan mendapatkan uang 
untuk harga barangnya dari bank dinegaranya (Correspondent Bank) setelah 
mengirim barang tersebut dan menyerahkan dokumen-dokumen yang 
berkaitan dengan pengiriman barang dan spesifikasi barang tersebut (bill of 
lading (BL), Invoice). 
Dokumen-dokumen tersebut oleh Correspondent Bank dikirim ke 
Issuing Bank yang ada di Indonesia untuk di tebus oleh importir. Dokumen 
yang kini telah dipegang oleh importir tersebut digunakan untuk mengambil 
barang yang dikirim oleh penjual. pada tahap ini proses impor belum dapat 
dikatakan selesai karena importir belum mendapatkan barangnya. 
Barang impor tersebut diangkut oleh sarana pengangkut berupa kapal-
kapal pengangkut barang (cargo) internasional dan hanya akan merapat di  
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pelabuhan-pelabuhan resmi pemerintah, misalnya Tanjung Priok 
(Jakarta) dimana sebagian besar kegiatan importasi di Indonesia dilakukan. 
banyak proses yang harus dilalui hingga akhirnya sebuah sarana pengangkut 
(kapal cargo) dapat merapat dipelabuhan dan membongkar muatannya 
(barang impor). 
Istilah "pembongkaran" bukanlah barang tersebut di bongkar dengan 
dibuka setiap kemasannya, namun itu hanya istilah pengeluaran kontainer/peti 
kemas dari sarana pengangkut kepelabuhan, petugas DJBC tidak 
membongkar isi dari kontainer itu jika memang tidak ada perintah untuk 
pemeriksaan.) 
Setelah barang impor tersebut dibongkar maka akan ditempatkan 
ditempat penimbunan sementara (container yard) perlu diketahui bahwa 
menyimpan barang di kawasan ini dikenakan sewa atas penggunaan ruangnya 
(demorage). 
Setelah bank menerima dokumen-dokumen impor dari bank 
corresponden di negara pengekspor maka importir harus mengambil 
dokumen-dokumen tersebut dengan membayar L/C yang telah ia buka. 
dengan kata lain importir harus menebus dokumen tersebut karena bank telah 
menalangi importir ketika bank membayar eksportir saat menyerahkan 
dokumen tersebut. 
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Setelah selesai urusan dokumen tersebut maka kini saatnya importir 
mengambil barang tersebut dengan dokumen yang telah importir peroleh dari 
bank (B/L, invoice dll). 
Untuk mengambil barangnya maka importir diwajibkan membuat 
pemberitahuan impor barang (PIB) atau disebut sebagai pemberitahuan 
pabean atau dokumen pabean sedangkan invoice, B/L, COO (certificate of 
origin), disebut sebagai dokumen pelengkap pabean. Tanpa PIB maka barang 
impor tersebut tidak dapat diambil oleh importir. 
PIB dibuat setelah importir memiliki dokumen pelengkap pabean 
seperti B/L dll. Importir mengambil dokumen tersebut melalui bank, maka 
jika bank tersebut merupakan bank devisa yang telah on-line dengan 
komputer DJBC maka pengurusan PIB dapat dilakukan di bank tersebut. 
Setelah importir menyelesaikan PIB dan membayar bea masuk serta 
(pungutan impor) pajak-pajak dalam  rangka impor di bank, maka bank akan 
memberitahukan kepada DJBC secara on-line mengenai pengurusan PIB dan 
pelunasan bea masuk dan pajak impor. Dalam  tahap ini DJBC hanya tinggal 
menunggu importir menyerahkan PIB untuk diproses, penyerahan PIB inipun 
telah berkembang sedemikian rupa hingga untuk importir yang telah memiliki 
modul impor atau telah terhubung dengan sistem komputer DJBC dapat 
menyerahkan PIB secara elekronik (electronic data interchange system = EDI 
system) sehingga dalam prosesnya tak terdapat interaksi secara fisik antara 
importir dengan petugas DJBC. 
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Bagan Prosedur Impor 
Gambar 2.1 
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Keterangan Gambar : 
1. Importir dalam negeri dan Supplier di Luar Negeri mengadakan 
korespondensi dan tawar – menawar harga yang akan di import. 
2. Jika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dibuat perjanjian 
jual – beli ( sales contract ). 
3. Importir membuka LC ke Bank Devisa dalam negeri. 
4. Bank Devisa Dalam Negeri memberitahukan kepada Bank Korespondensi LN 
tentang pembukaan LC nya. 
5. Bank / Koresponden LN menghubungi Exportir LN. 
6. Exportir LN pesan tempat (ruangan) ke agen – agen pelayaran, dengan 
maksud agar dapat dimuat – dikirim. 
       6a. Kapal menuju Pelabuhan Indonesia. 
7. Supplier menyerahkan Invoice, Packing List lembar asli kepada Bank L N 
dan menarik weselnya sedangkan duplikat dokumen – dokumen diatas 
dikirim langsung kepada Importir. 
8. Bank LN mengirim dokumen kepada Bank Devisa Dalam Negeri. 
9. Bank Devisa DN menyerahkan dokumen – dokumen asli kepada importir. 
10. Importir menyerahkan dokumen – dokumen surat kuasa ke EMKL. 
11. EMKL menukar konosemen asli dengan D/O kepada agen perkapalan dan 
membuat PPUD berdasarkan dokumen, serta membayar bea masuk PPN 
importir dll. 
12. Barang keluar ke peredaran bebas / diserahkan kepada importir. 
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Proses Penyelesaian Barang Impor 
1. Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan berbentuk badan hukum yang  
telah mendapat izin dari Departemen Perdagangan. 
Izin impor tersebut adalah : 
a. API Angka Pengenal Impor untuk importir umum, berlaku selama 
perusahaan yang memilikinya masih menjalankan usaha. 
b. APIS Angka Pengenal Impor Sementara, berlaku untuk jangka 2 tahun 
dan tidak dapat diperpanjang.  
c. API(S) diberikan kepada perusahaan produksi/industri di luar PMA 
(Penanaman Modal Asing) PMDN (Penanaman Moal Dalam 
Negeri). 
d. APIT Angka Pengenal Impor Terbatas, untuk perusahaan PMA/PMDN. 
Untuk memperoleh APIS, perusahaan wajib memiliki : 
a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Besar atau Menengah. 
b. Kemampuan dan keahlian yang lazim diperlukan dalam perdagangan impor, 
berupa: pegawai yang mampu mengelola kegiatan perdagangan impordan 
hubungan dengan luar negeri. 
c. Referensi bank devisa. 
d. Bukti adanya kewajiban pajak. 
Untuk memperoleh API, perusahaan : 
a. Wajib memiliki APIS 
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b. Telah melaksanakan impor sekurang-kurangnya 4 kali dan telah mencapai 
nilai minimal US $ 100,000.00. 
c. Tidak pernah membatalkan atau ingkar kontrak impor kecuali karena 
kedaan memaksa di luar kemampuan (bencana alam atau force meajure). 
APIS atau API Umum diberikan kepada perusahaan yang hanya 
melakukan kegiatan perdagangan. 
API atau API Produsen diberikan kepada perusahaan yang selain 
melakukan kegiatan impor bahan baku atau penolong untuk pross produksi 
atau industrinya sendiri di luar PMA dan PMDN. 
Untuk memperoleh API atau APIS, perusahaan wajib mengajukan 
permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan 
(Kakanwildepdag) tempat perusahaan berdomisili.  
2. Importir mengetahui spesifikasi barang. 
3. Di Bank, importir menyelesaikan kewajiban kepabeanan.menyerahkan PIB, 
STS BM, STS PPH, STS Pi, B/L, PL, INV, ASS, COO, dan membayar Bea 
Masuk ke Bea Cukai dan pajak dalam rangka impor. 
4. Bank menyerahkan ke Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan dan perekaman 
dokumen. Di Bea Cukai ada PFPD I (Pejabat Fungsional Pemeriksaan 
Dokumen) yang akan memutuskan menerima atau menolak dokmen. 
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5. (Pejabat Fungsional Pemeriksaan Dokumen) PFPD I akan menolak apabila 
dokumen tidak lengkap dan barang yang diimpor adalah barang yang dilarang 
atau tidak memenuhi kriteria impor. 
6. Apabila diterima PFPD I akan menentukan jalur impornya. 
a. Jalur Merah, kriterianya yaitu: 
1). Importir baru 
2). Importir yang termasuk dalam kategori resiko tinggi (high risk importir) 
3). Barang impor sementara 
4). Barang operasional perminyakan golongan II 
5). Barang Re-Impor 
6). Terkena pemeriksaan acak 
7). Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah 
8). Barang impor yang temasuk dalam komoditi berisiko tinggi dan/atau 
berasal dari negara ynag berisiko tinggi 
b. Jalur Hijau, kriterianya yaitu: 
Impotir dan importasi yang tidak termasuk dalam kriteria jalur merah. 
c. Jalur Prioritas, kriterianya yaitu: 
Importir yang ditetapkan sebagai importir jalan perioritas. 
Penetapan Sebagai Importir Jalur Perioritas 
1). Mengajukan permohonan kepada Dierjen Bea Cukai melalui kapala 
kantor wilayah, dengan persyaratan: 
2). Bidang Usaha (Nature of Business) yang jelas. 
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3). Tidak pernah menyalah gunakan fasilitas di bidang kepabeanan selama 
1 tahun terakhir. 
4). Tidak memberitahukan jumlah dan jenis barang serta nilai pabean yang 
berbeda dengan yang diimpor selama 1 tahun terakhir. 
5). Telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang menyatakan bahwa 
perusahaan tersebut tidak pernah mendapatkan opini disclaimer. 
6). Tidak mempunyai tunggakan utang karena kekurangan pembayaran 
BM kepada Dirjen Bea Cukai. 
d. Jalur Mita, kriterianya yaitu: 
Importir yang mempunyai prestasi. 
7. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh PFPD II, yaitu pejabat ahli yang 
menganalisis pemeriksaan barang. 
a. SPPB (Surat Perintah Pengeluaran Barang), apabila pemeriksaan sesuai dan 
tepat. 
b. SPPB dan NP (Nota Pembelian), pembayaran berlebih, sisanya akan 
dikembalikan. Dan apabila menarik kembali ada nota pembetulan. 
c. NP (pembayaran kurang), kekuranganya akan ditagih dan ada nota 
pembetulan, baru keluar SPPB. 





3. Dokumen-dokumen Impor 
a. Surat kuasa dari penerima barang 
b. PIUD (Pemberitahuan Impor Barang untuk Dipakai) dari bank 
c. STS BM (Surat Tanda Setor Bea dan Cukai) 
d. STS Pajak (Surat Tanda Setor Pajak) 
e. STS Pabean (Surat Tanda Setor Pabean) dilegalisasi oleh Kanwil 
Pajak setempat 
f. B/L asli (Bill of Lading) 
g. Assuransi (Marine Ansurance) 
h. Invoice 
i. Packing List    
 
B. Cukai 
Cukai adalah pungutan oleh negara secara tidak langsung kepada 
konsumen yang menikmati/menggunakan obyek cukai. Obyek cukai pada 
saat ini adalah cukai hasil tembakau (rokok, cerutu), Etil Alkohol, dan 
Minuman mengandung etil alkohol/Minuman keras. Malaysia menerapkan 
cukai pada 13 jenis produk. 
Secara sederhana dapat dipahami bahwa harga sebungkus rokok 
yang dibeli oleh konsumen sudah mencakup besaran cukai didalamnya. 
Pabrik rokok telah menalangi konsumen dalam membayar cukai kepada 
pemerintah pada saat membeli pita cukai yang terdapat pada kemasan 
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rokok tersebut. Untuk mengembalikan besaran cukai yang sudah dibayar 
oleh pabrik maka pabrik rokok menambahkan besaran cukai tersebut 
sebagai salah satu komponen dari harga jual rokok tersebut. 
Sisi lain dari pengenaan cukai di beberapa negara maju adalah 
membatasi barang-barang yang berdampak negatif secara sosial 
(pornografi) dan juga kesehatan (rokok, minuman keras). Tujuan lainnya 
adalah perlindungan lingkungan dan sumber-sumber alam (minuman 
kemasan, limbah), serta mengurangi atau membatasi konsumsi barang-
barang mewah dan sebagainya. 
 
C. Kepabeanan 
1. Pengertian Pabean 
Pabean  yang dalam bahasa Inggrisnya Customs atau Duane dalam 
bahasa Belanda memiliki definisi yang dapat kita temukan dan hapal baik 
dalam kamus bahasa Indonesia ataupun undang-undang kepabeanan. 
Untuk dapat memahami kata pabean maka diperlukan pemahaman 
terhadap kegiatan ekspor dan impor. Pabean adalah kegiatan yang 
menyangkut pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Akan 
tetapi tidak ada bea keluar untuk ekspor . 
Pemungutan bea masuk adalah untuk melindungi industri dalam 
negeri dari limpahan produk luar negeri yang diimpor, dalam bahasa 
perdagangan sering disebut tariff barier yaitu besaran dalam persen yang 
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ditentukan oleh negara untuk dipungut oleh DJBC pada setiap produk atau 
barang impor. Sedang untuk ekspor pada umumnya pemerintah tidak 
memungut bea demi mendukung industri dalam negeri dan khusus untuk 
ekspor pemerintah akan memberikan insentif berupa pengembalian 
restitusi pajak terhadap barang yang diekspor. 
2. Kepabeanan dalam Bidang Impor 
a. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 
pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah 
pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. 
b. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi 
wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-
tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang 
didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. 
c. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batasbatas tertentu di 
pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk 
lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
d. Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang Kepabeanan. 
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e. Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat 
bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas 
barang impor dan ekspor. 
f. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang 
wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang 
Kepabeanan. 
g. Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang 
dalam rangka melaksanakankewajiban pabean dalam bentuk dan 
syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan. 
h. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 
i. Direktur jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 
j. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas 
pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan 
cukai. 
k. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas 
tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. 
l. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 
m. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 
n. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 
o. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang 
Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. 
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p. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang 
Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. 
q. Tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan/atau lapangan 
atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk 
menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau 
pengeluarannya. 
r. Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan 
yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun 
barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkanpenangguhan bea 
masuk. 
s. Tempat penimbunan pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau 
tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh 
pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang 
dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang 
yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. 
t. Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis 
terkait sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean 
diawasi. 
u. Audit kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, 
buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, 
surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, 
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surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau 
sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang kepabeanan. 




1. Pengertian SSPCP 
SSPCP adalah Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak. 
Pembayaran penerimaan negara dilakukan oleh Wajib Bayar dengan 
menggunakan SSPCP dan dilampiri dengan dokumen dasar pembayaran. 
Dokumen dasar pembayaran antara lain pemberitahuan pabean impor, 
pemberitahuan pabean ekspor, dokumen cukai atau surat penetapan. 
SSPCP dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai 
berikut: 
a. Lembar ke-1 untuk Wajib Bayar 
b. Lembar ke-2 untuk KPPN dan diteruskan ke Kantor Bea dan Cukai 
c. Lembar ke-3 untuk Kantor Bea dan Cukai 





1. Petunjuk Umum Pengisian SSPCP 
 Petunjuk Umum: 
1. Pengisian SSPCP menggunakan huruf cetak kapital dan dilakukan 
dengan cara ditulis, diketik, atau hasil cetak komputer. 
2. Penyediaan formulir SSPCP dapat dilakukan oleh wajib bayar, Bank 
Devisa Persepsi, Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau Kantor Pos. 
3. Dalm hal terjadi kesalahan pengisian terhadap SSPCP yang belum 
mendapat NTB, NTP, atau nomor SSPCP, wajib bayar harus mengganti 
dengan SSPCP yang baru. 
4. Ukuran A4 (210 x 29,7 mm) dan Warna putih 
Petunjuk Pengisian: 
1. Pada kolom kantor diisi Kantor Bea dan Cukai tempet pemenuhan 
kewajiban pabean dan/atau cukai. 
2. Huruf A : Diisi dengan memberikan tanda “X” pada kolom yang 
disediakan sesuai dengan jenis penerimaan negara yang dibayar. 
3. Huruf B : Diisi dengan jenis identitas wajib bayar : 
a. Jenis Identitas  :  berikan tanda “X” pada kolom yang disediakan.  
Dalam hal wajib bayar tidak memiliki NPWP, 
tanda “X” diberikan pada kolom NPWP. 
b. Nomor  : diisi nomor identitas sesuai dengan yang   
tercantum dalam jenis identitasyang 
dipergunakan. 
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c. Nama : diisi nama wajib bayar sesuai dengan yang 
tercantum dalam jenis identitas yang digunakan. 
d. Alamat : diisi alamat wajib bayar sesuai dengan yang 
tercantum dalam jenis identitas yang digunakan.  
4. Huruf C : Pada isian dokumen dasar pembayaran diisi dengan nama 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pembayaran, dapat berupa: 
Tabel 2.1 
Dokumen Dasar Pembayaran 
 
1) Inward manifest (BC 1.1) 
2) Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) 
3) Pemberitahuan Impor Barang Khusus (BC 2.1) 
4) Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) 
5) Custom Declaration (BC 2.2) 
6) Pemberitahuan Pemasukan Barang Impor ke TPB (BC 2.3) 
7) Pemberitahuan Penyelesaian Barang Impor Fasilitas KITE 
(BC 2.4) 
8) Pemberitahuan Penyelesaian Barang Impor Fasilitas TPB 
(BC 2.5) 
9) Buku Pas Barang Lintas Batas (BPBLB) 
10) Outward Manifest (BC 1.1) 
11) Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) 
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12) Pemberitahuan dan Perhitungan Bea Keluar Ekspor Barang 
Bawaan dan Kiriman 
13) Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) 
14) Surat Penetapan Pabean (SPP) 
15) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean 
(SPKTNP) 
16) Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) 
17) Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar 
(SPKPBK) 
18) Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) 
19) Pemesanan Pita Cukai untuk Hasil Tembakau (CK-1) 
20) Pemesanan Pita Cukai untuk MMEA (CK-1A) 
21) Pemberitahuan Pengeluaran BKC Berupa Etil Alkohol 
Atau Minuman Mengandung Etil Alkohol yang sudah 
Dilunasi Cukainya Dari Pabrik Atau Tempat Penyimpanan 
(CK-14) 
22) Surat Tagihan Cukai (STC) 
23) Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP) 
24) Surat Teguran 
25) Surat Paksa 
26) Surat Peringatan 
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27) Surat Tagihan 
 
Selanjutnya pada isiian nomor dan tanggal, diisi nomor dan tanggal 
dokumen dasar pembayaran tersebut. 
5. Huruf D : Diisi jenis pembayaran penerimaan negara yang dilakukan 
sesuai dengan akun berdasarkan klasifikasi pada Bagan Akun Standar 
(BAS). Akun-akun yang perlu diperhatikan perinciannya yakni: 
a. Akun Bea Masuk dengan kode akun 412111, termasuk Bea Masuk 
Anti Dumping, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan 
Pengamanan dan Bea Masuk Pembalasan. 
b. Pendapat Pabean Lai nnya dengan kode akun 412119 meliputi: 
1). Bunga atas Bea Masuk 
2). Bunga atas Denda Administrasi Pabean 
3). Bunga atas Denda Administrasi Bea Keluar 
4). Denda Administrasi Ekspor selain Bea Keluar 
5). Bunga atas Denda Administrasi Ekspor selain Bea Keluar 
c. Pendapatan Cukai Lainnya dengan kode akun 411519 meliputi: 
1). Bunga atas Utang Cukai 
2). Bunga atas Kekurangan Cukai 
3). Bunga atas Denda Administrasi Cukai 
4). Biaya Pengganti Pencetakan Pita Cukai 
5). Biaya Pengganti Pembuatan Label Tanda Pengawasan Cukai 
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d. PNBP/Pendapatan DJBC dengan kode akun 423216 meliputi: 
1). Jasa pelayanan penyelesaian Pemberitahuan Pabean Impor 
2). Jasa pelayanan penyelesaian Pemberitahuan Pabean Ekspor 
3). Jasa pelayanan di bidang cukai 
4). Jasa pelayanan Tempat Penimbunan Berikat 
5). Jasa pelayanan manifest  
Pada kolom jumlah pembayaran, diisi jumlah penerimaan negara yang 
dibayar sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen dasar 
pembayaran. 
Pada kolom masa pajak diberi tanda “X” pada kolom bulan untuk 
masa yang berkenaan. 
Pada kolom tahun diisi tahun terutangnya pajak yang berkenaan. 
6. Pengisiian NPWP untuk PPN Impor, PPnBM Impor, dan PPh Pasal 22 
Impor, diisikan NPWP wajib bayar yang sesuai dengan lokasi 
pembayaran penerimaan pajak tersebut, dalam hal NPWP tersebut 
berbeda dengan NPWP pada huruf B. 
7. Huruf E : Diisi jumlah seluruh pembayaran dengan angka dan huruf. 
8. Pada kolom pengesahan terbagi 2 (dua) : 
a. Untuk pembayaran penerimaan negara di Kantor Bea dan Cukai 
atau Kantor Pos diisi: 
1). Tanda “X” pada tempat dilakukan pembayaran penerimaan 
negara. 
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2). NPWP Bendahara Penerimaan, dalam hal dilakukan 
pembayaran di Kantor Bea dan Cukai 
3). Nama kantor tempat dilakukan pembayaran 
4). Kode dari kantor tempat dilakukan pembayaran 
5). Nomor SSPCP 
6). Tanggal, bulan, dan tahun pembayaran 
7). Tandatangan dan nama jelas petugas Kantor Bea dan Cukai 
atau Kantor Pos  serta NIP petugas 
8). Cap Dinas Kantor Bea dan Cukai atau Kantor Pos 
b. Untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negaradi Bank 
Devisa Persepsi, Bank Devisa, atau Pos  Persepsi diisi:  
1). Tanda “X” pada tempat dilakukannya pembayaran penerimaan 
negara. 
2). Nama bank atau pos persepsi tempat dilakukannya pembayaran. 
3). Kode dari bank atau pos persepsi tempat dilakukan pembayaran 
4). Nomor SSPCP 
5). Nama unit dan kode KPPN mitra kerja bank devissa persepsi, 
bank persepsi, dan pos persepsi tempat dilakukan pembayaran 
atau penyetoran. 
6). Tanggal, bulan dan tahun pambayaran atau penyetoran. 
7). Tandatangan  dan nama jelas petugas Bank Devisa Persepsi, Bank 
Devisa, atau Pos Persepsi. 
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8). Cap Bank Devisa Persepsi, Bank Devisa, atau Pos Persepsi. 
9. Pada kotak NTB/NTP dan NTPN hanya diisi dalam hal penerima 
pembayaran atau setoran adalah Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi, 
atau Pos Persepsi. 
1). NTB (Nomor Transaksi Bank) dan NTPN (Nomor Transaksi 
Penerimaan Negara) diisi dalam hal penerimaan pembayaran 
dan/atau yang melakukan penyetoran adalah Bank Devisa 
Persepsi atau Bank Persepsi. 
2). NTP (Nomor Transaksi Pos) dan NTPN (Nomor Transaksi 
Penerimaan Negara) diisi dalam hal penerima pembayaran 











DESKRIPSI OBYEK DAN PEMBAHASAN 
 xlvii 
 
A. Gambaran Umum Bea dan Cukai 
1. Sejarah Berdirinya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai (KPPBC) 
   Sebagai miniatur Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC), 
kegiatan yang ada di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai 
(KPPBC) Tipe A3 Surakarta terbilang cukup lengkap, mulai dari bandara 
internasional, kawasan pabean, pos lalu bea, hingga kegiatan cukai, 
semuanya terlayani dengan baik, bahkan untuk tahun 2008 target 
penerimaan dapat melebihi target yang ditentukan. 
    Kota Solo yang merupakan kota Karasidenan dan kerajaan 
Mataram Kartasuro atau yang lebih dikenal dengan nama Surakarta, 
merupakan kota terbesar nomor dua yang ada di wilayah propinsi Jawa 
Tengah. Sebagai kota yang dulunya menyatu dengan wilayah Yogyakarta 
di bawah kerajaan Mataram, kegiatan kedua kota ini menjadi barometer 
kegiatan perekonomian yang ada di Jawa Tengah. 
   DJBC juga berperan aktif untuk mendukung kegiatan 
perekonomian, khususnya industri ekspor impor dan industri rokok juga 
minuman yang mengandung etil alkohol di wilayah Surakarta. Peran 
aktif DJBC yang dilaksanakan oleh KPPBC Tipe A3 Surakarta ini,  
terlihat dari pelayanan yang diberikan untuk kelancaran industri dan 
kegiatan cukai yang menjadi kegiatan utama dari KPPBC Surakarta. 
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  Wilayah kerja pelayanan dan pengawasan dari KPPBC Surakarta 
terbilang cukup luas kurang lebih dari 5.724 Km2. wilayah kerja KPPBC 
Surakarta dikenal dengan sebutan “Subosuka Wonosraten”, yang 
merupakan singkatan dari Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, 
Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, 
Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten. 
  KPPBC Tipe A3 Surakarta berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan 
Yogyakarta. Sebelum 1991 lokasi KPPBC Surakarta berada di jalan 
Lumban Tobing dekat pasar Legi, Banjarsari, Surakarta. Karena suasana 
yang tidak mendukung untuk kegiatan perkantoran dan adanya polusi 
udara dari bau sampah hasil pembuangan aktivitas pasar, kemudian 
KPPBC Surakarta pindah kelokasi bar hingga sekarang di jalan 
Adisucipto no. 36 Colomadu Karanganyar. 
   Dengan tempat yang lebih luas dan nyaman tersebut, 
diharapkan dapat memberika ketenangan bagi pegawai dan lebih 
meningkatkan semangat pelayanan kapada pengguna jasa. Menurut 
kepala KPPBC Tipe A3 Surakarta, Arwansyah, kegiatan yang ada di 
KPPBC Surakarta terbilang cukup lengkap dan berimbang antara 
kegiatan kepabeanan dan cukai. Untuk kegiatan kepabeanan meliputi 
kawasan pabeanan pabean bandara internasional Adisumarmo, Kantor 
Pos Lalu Bea, tempat penimbunan sementara, tempat penimbun berikat, 
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dan pelayan KITE. Sedang kegiatan cukai meliputi, pelayanan pabrik etil 
alkohol (EA), minuman mengandung etil alkohol (MMEA), hasil 
tembakau (HT), dan tempat penjualan eceran EA dan MMEA. 
2. Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
 
Dasar Hukum Menteri Keuangan RI No: 52/KM.05/1996 tanggal 29 
Januari 1996 
Lukisan  
a. Segi lima dengan gambar laut, gunung, dan angkasa di dalamnya 
b. Tongkat dengan ulir berjumlah 8 di bagian bawahnya 
c. Sayap yang terdiri dari 30 sayap kecil dan 10 sayap besar 
d. Malai padi berjumlah 24 membentuk lingkaran 
Makna  
a. Segi lima melambangkan negara R.I. yang berdasarkan Pancasila 
b. Laut, gunung dan angkasa melambangkan Daerah Pabean Indonesia, 
yang merupakan wilayah berlakunya Undang-undang Kepabeanan dan 
Undang-undang Cukai.  
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c. Tongkat melambangkan hubungan perdagangan internasional R.I. 
dengan mancanegara dari/ke 8 penjuru angin  
d. Sayap melambangkan Hari Keuangan R.I. 30 Oktober dan 
melambangkan Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok 
Departemen Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai.  
e. Lingkaran Malai Padi melambangkan tujuan pelaksanaan tugas Bea 
dan Cukai adalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.  
Warna  Disesuaikan dengan warna dasar dan penggunaanya. 
3. Visi, Misi, Strategi, dan Komitmen 
a. Visi 
KPPBC Tipe A3 Surakarta mempunyai cara pendang antisipasi 
jauh kedepan agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi serta 
memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa kepabeanan dan 
cukai. Cara pandang tersebut dikristalisasikan dalam suatu visi 
sebagai berikut: 
 SEJAJAR DENGAN INSTITUSI KEPABEANAN DAN CUKAI 
DUNIA DI BIDANG KINERJA DAN CITRA 
 Dimana visi ini memiliki makna: 
Suatu pandangan kedepan dan cita-cita untuk manampatkan 
DJBC berada ddalam jajaran institusi kepabeanan dan cukai yang 
bermutu dan berstandar internasional dalam pelayanan dan 
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pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah 
kepabeanan serta pemungutan bea masuk dan cukai. 
Penjelasan Visi: 
1). Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 
pengawasan arus lalu lintas barang yang masuk atau 
keluar`daerah pabean dan pemungutan bea masuk. 
2). Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-
barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang 
ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. 
3). Kinerja adalah suatu capaian pelaksanaan kegiatan, program, dan 
kebijaksanaan yang telah ditetapkan. 
4). Citra adalah kesan stakeholders atas kinerja institusi DJBC. 
5). Sejajar dengan institusi Kepabeanan dan Cukai Dunia adalah 
suatu kondisi yang menempatkan DJBC berada dalam jajaran 
institusi Kepabeanan Cukai yang bermutu dan berstandar 
internasional. 
b. Misi 
Untuk mewujudkan visi KPPBC Tipe A3 Surakarta harus 
dirumuskan misi yang akan dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat 
terlaksana dan berhasil dengan baik, yaitu: 
 PELAYANAN YANG TERBAIK KEPADA INDUSTRI, 
PERDAGANGAN DAN MASYARAKAT 
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Dimana misi ini mempunyai makna: 
1). Memungut penerimaan negara dari sektor perdagangan 
internasional dan cukai. 
2). Memberikan pelayanan yang terbaik kepada industri, 
perdagangan, dan masyarakat. 
3). Mengembangkan pengawasan yang efektif dan efisien dalam 
rangka penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. 
4). Meningkatkan kemampuan institusi DJBC yang mendukung 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 
c. Strategi 
Semua organisasi pasti memiliki strategi yang digunakan 
sebagai patokan untuk meningkatkan kinerja. Begitu juga dengan 
KPPBC Tipe A Surakarta memiliki strategi yang digunakan sebagai 
patokan untuk meningkatkan kinerjanya. Strategi dari KPPBC Tipe 
A3 Surakarta yaitu: 
 PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA, EFISIEN 
DALAM ORGANISASI DAN PELAYANAN 
d. Komitmen  
Komitmen dalan artian disini adalah sesuatu prinsip yang harus 
dipegang teguh oleh pegawai KPPBC Tipe A3 Surakarta dalam 
pekerjaannya. Adapun 5 komitmen yang harus dilaksanakan oleh 
pegawai KPPBC Tipe A3 Surakarta, yaitu: 
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1). Tingkatkan Pelayanan 
2). Tingkatkan transparansi keadilan dan konsistensi 
3). Pastikan pengguna jasa bekerja sesuai ketentuan 
4). Hentikan perdagangan ilegal 
5). Tingkatkan Integritas 
Dengan adanya komitmen tersebut, diharapkan pekerjaan 
KPPBC Tipe A3 Surakarta telah memenuhi apa yang menjadi 
keinginan dari masyarakat dan ketentuan yang berlaku. 
4. Tugas , Fungsi, Tujuan, dan Sasaran 
a. Tugas Pokok  
Melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di 
bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang 
ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah 
yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar 
Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan 
negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
b. Fungsi 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi :  
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1). Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, 
sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2). Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan 
pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang 
berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk 
atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang 
ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
3). Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan 
pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk 
dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya 
dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
4). Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian 
pelayanan, perijinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan 
pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
5). Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan 
kepabeanan dan cukai dan penindakan di bidang kepabeanan dan 
cukai serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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c. Tujuan  
Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi organisasi perlu 
ditetapkan tujuan dalam jangka waktu 1 hingga 5 tahun untuk 
mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan 
kegiatan yang akan dilaksanakan, tujuan arus jelas, berjangka waktu 
dan merupakan jawaban dari prioritas atau permasalahan yang 
terindetifikasi dalam kajian lingkungan internasional dan eksternal. 
Untuk itu KPPBC Tipe A3 Surakarta meneetapkan tujuan sebagai 
berikut: 
1). Optimalisasi penerimaan bea masuk dan cukai 
2). Kelancaran arus dokumen, barang, dan penumpang 
3). Meningkatnya daya industri dalam negeri 
4). Meningkatkan kesempatan usaha Pabrik Rokok Kecil (Gol III, 
IIIA) dan kecil sekali (Gol IIB). 
5). Terwujudnya pengawasan yang efektif dan efisien dalam rangka 
penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. 
6). Meningkatnya profesionalisme SDM 
7). Terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan 
kebutuhan pokok 




Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan sesuatu 
yang akan dicapai atau dihasilkan oleh KPPBC Tipe A3 Surakarta 
dalam jangka waktu tertentu. Sasaran disusun dalam bentuk yang 
dikuantitatifkan sehingga dapat diukur dan memiliki criteria yang 
mengandung arti, rasional, menantang, dan konsisten. Untuk itu 
sasaran KPPBC Tipe A3 Surakarta, sebagai berikut: 
1). Tercapainya target penerimaan bea masuk dan cukai sesuai 
potensi 
2). Terlaksananya penetapan tarif dan nilai pabean secara tepat 
3). Terlaksananya penyesuaian perubahan golongan pengusaha 
pabrik hasil tembakau 
4). Terlaksananya proses perijinan atau rekomendasi NPPBKC 
5). Terlaksananya kelancaran arus dokumen, barang, penumpang 
6). Terlaksananya percepatan proses rekomendasi dan perijinan 
7). Terpenuhinya permintaan atau pemesanan pita cukai 
8). Pemenuhan tersedianya data/profil perusahaan, informasi yang 
akurat dan pelaksanaan pengawasan yang efektif 
9). Tersedianya tenaga (SDM) yang terampil 
10). Terselenggaranya  kegiatan kantor secara optimal 




5. Stuktur Organisasi KPPBC A3 Surakarta   
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Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 
Surakarta terdiri dari: 
a. Subbagian Umum 
b. Seksi Penindakan dan Penyidikan 
c. Seksi Perbendaharaan 
d. Seksi Kepabeanan dan Cukai 
e. Seksi Tempat Penimbunan 
f. Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen 
g. Kelompok Jabatab Fungsional 
Subbagian Umum 
Subbagian  umum  mempunyai tugas melakukan urusan 
ketatausahaan, kepegawaian keuangan dan rumah tangga Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan, pengawasan dan pelaksanaan tugas dan 
evaluasi kinerja, penyulluhan dan publikasi peraturan perundang-
undangan kepabeanan dan cukai, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut 
hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan 
mastarakat, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas. 
Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi: 
1. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan penyusunan rencana 
kerja dan laporan akuntabilitas. 
2. Pengawasan pelaksaan tugas dan evaluasi kinerja. 
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3. Perumusan laporan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil 
pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan 
masyarakat serta pelayanan informasi kepabeanan dan cukai. 
4. Pelaksaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta 
rumah tangga dan perlengkapan. 
Subbagian Umum terdiri dari: 
1. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian 
 Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 
urusan tata usaha dan kepegawaian, pengawasan pelaksanaan tugas 
dan evaluasi kinerja, penyusunan rencana kerja dan laporan 
akuntabilitas, perumusan laporan pelaksana tindak lanjut laporan hasil 
pemeriksa aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat 
serta pelayanan informasi kepabeanan dan cukai. 
2. Urusan Keuangan 
 Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, 
anggaran dan kesejahteraan pegawai. 
3. Urusan Rumah Tangga 
 Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah 
tangga dan perlengkapan. 
  Seksi Penindakan dan Penyidikan  
Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan 
intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran 
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peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, 
penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai serta pengelolaan dan 
pengadministrasian saran operasi, sarana komunikasi dan senjata api. 
Dalam melaksanakan tugas, Seksi Penindakan dan Penyidikan 
menyelenggarakan fungsi: 
1. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi 
dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai. 
2. Pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai. 
3. Pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan 
pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan 
cukai. 
4. Penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. 
5. Pemeriksaan sarana pengangkut. 
6. Pengawasan pembongkaran barang. 
7. Perhitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan denda 
administrasi terhadap kekurangan dan kelebihan bongkar, serta denda 
administrasi atas pelanggaran lainnya. 
8. Penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang 
bukti. 
9. Pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan 
kepabeanan dan cukai. 
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10. Pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang 
kepabeanan dan cukai. 
11. Pengelolaan dan pengadministrasian saran operasi, sarana komunikasi 
dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan. 
  Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri dari: 
1. Subseksi Intelijen 
Subseksi Intalijen mempunyai tugas melakukan pengumpulan, 
pengelohan, penyajian, dan penyampaian informasidan hasil intelejen, 
analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan 
pembongkaran dan penimbunan barang, dan pengawasanlainnya serta 
pengeloloaan pangkalan data intelejen. 
2. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi 
Subseksi penindakan dan sarana operasi mempunyai tugas melakukan 
pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi 
pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-
undangan di bidang kepabean dan cukai serta pengawasan 
pembongkaran barang, serta pengelolaan dan pengadministrasian 
sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api kontor pengawasan 
dan pelayanan.  
3. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan 
Subseksi penyidikan dan barang hasil penindakan mempunyai tugas 
melakukan penyidikan tindakan pidana di bidang kepabean dan cukai, 
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penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda 
administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan denda 
administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan denda 
administrasi atas pelanggaran lainnya, pemantau tindak lanjut hasil 
penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan 
cukai, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan, 
serta penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan 
barang bukti.  
Seksi Perbendaharaan 
  Seksi Perbendeharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan 
dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya 
yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, pelayanan kepabeanan atas 
sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang. 
  Dalam melaksanakan tugas Seksi Perbendaharaan menyelenggarakan 
fungsi: 
1. Pengadministrasian penerimaan bea masuk, cukai, denda administrasi, 
bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya 
yang dipungut oleh Direktorat Jenderal. 
2. Pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan 
penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa 
Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding 
serta jaminan lainnya. 
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3. Penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan 
dan pengembalian pita cukai. 
4. Penagihan dan pengembalian bea masuk, cukai, denda administrasi, 
bunga, sewa tempat penimbun pabean, pungutan negara lainnya yang 
dipungut oleh Diraktorat Jenderal serta pengadministrasian dan 
penyelesaian premi. 
5. Penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan 
pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa 
tempat penimbunan pabean dan pungutan negara lainnya yang telah 
jatuh tempo. 
6. Penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta 
administrasi pelelangan. 
7. Pengadminstrasian dan penyelesaian surat keterangan impor 
kendaraan bermotor. 
8. Penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, cukai dan 
pungutan negara lainnya. 
9. Penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana 
pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut. 
10. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian dan penyelesaian 
manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta 
pelayanan pemberitahuan pengangkut barang. 
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11. Perhitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan 
dokumen sarana pengangkut. 
 Seksi Perbendaharaan terdiri dari: 
1. Subseksi Adminstrasi Penerimaan dan Jaminan 
 Subseksi Adminstrasi Penerimaan dan Jaminan mempunyai tugas 
melakukan administrasian penerimaan bea masuk, cukai, denda 
adminstrasi,bunga, sewa tempat penimbun pabean, dan pungutan 
negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, dan 
penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, dan pengurusan pita cukai, 
pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor 
kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea 
masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya, pelayanan fasilitas 
pembebasan, penangguhan bea masuk, penundaan pembayaran cukai, 
pengadministrasian jaminan dan pemrosesan jaminan penangguhan 
bea masuk, jaminan PPJK, jaminan dalam rangka  keberatan dan 
banding serta jaminan lainnya. 
2. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengambilan 
Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengambilan mempunyai tugas 
melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, 
denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean dan 
pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, 
penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, 
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penyitaan, dan pengadministrasian pelelangan serta 
pengadministrasian dan penyelesaian premi, pengadministrasian 
pengembalian bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa 
tempat penimbunan pabean, pita cukai, dan pungutan negara lainnya 
yang dipungut oleh Diraktorat Jenderal. 
3. Subseksi Adminstrasi Manifes 
Subseksi Adminstrasi Manifes mempunyai tugas melakukan 
penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut 
dan jadwal kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, 
pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang, serta perhitungan 
denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen 
sarana pengangkut. 
Seksi Kepabeanan dan Cukai  
Seksi Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan 
pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi 
yang menangani  Kepabeanan dan Cukai paling banyak 4 (empat) 
Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kepabeanan dan Cukai 
menyelenggarakan fungsi: 
1. Pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai. 
2. Penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan 
Pengusaha Barang Kena Cukai. 
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3. Pemeriksaan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana 
deteksi. 
4. Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, cukai, 
pajak dalam rangka impor, pungutan dalam rangka ekspor, dan 
pungutan negara lainnya. 
5. Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, dan nilai pabean. 
6.  Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan 
pabean. 
7. Pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan 
barang ekspor kesarana pengangkut. 
8. Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai. 
9. Pelaksaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai. 
10. Pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan 
dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai. 
11. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar 
barang kena cukai. 
Subseksi Kepabeanan dan Cukai masing-masing membawahi 
Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai. Subseksi yang menangani Hanggar 
Pabean dan Cukai paling banyak 2 (dua). 
Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai mempunyai tugas 
melakukan pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan, 
penelitian pemberitahuan impor dan ekspor, pemeriksaan barang, 
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pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi, penelitian 
pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, nilai pabean dan 
fasilitas impor serta penelitian kebenaran perhitungan bea masuk, pajak 
dalam rangka impor, pungutan dalam rangkaekspor, dan pungutan negar 
lainnya, penetapan klasifikasi barang, tari bea masuk, dan nilai pabean, 
pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan 
pabean, pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan 
pemuatan barang ekspor ke saranapengangkut, pelayanan fasilitas dan 
perijinan di bidang cukai, penatausahaan dan penelitian pemberitahuan 
dokumen cukai dan pingutan negra lainnya, pelaksaan urusan pembukuan 
dokumen cukai, pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita 
cukai, pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan 
dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai, serta pelaksaan 
pengawasan dan pemantauan produksi, harag dan kadar barang kena 
cukai. 
    Seksi Tempat Penimbunan  
Seksi Tempat Penimbunan melakukan pelayanan teknis dan 
fasilitas kepabeanan di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat 
Penimbunan Pabean. 
Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tempat Penimbunan 
menyelenggarakan fungsi: 
1. Pengadministrasian perijinan tempat penimbunan pabean. 
 lxviii 
2. Pengelolaan tempat penimbunan pabean. 
3. Penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di 
Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean. 
4. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat 
Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean. 
5. Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan barang di 
Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean. 
6. Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak 
dikuasai, barang yang dikuasi negara, dan barang yang menjadi milik 
negara. 
7. Penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, 
barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara. 
8. Pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak 
dikuasai, barang yang dikuasai, dan barang yang menjadi milik negara 
dan atau busuk. 
 Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.   
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan 
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang 
keahlianya. Setiap kelompok tersebutdikoordinasikan oleh pejabat 
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fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor. Jumlah Jabatan 
Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan 
jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
6. Kepegawaian 
  Jumlah seluruh pegawai KPPBC Tipe A3Surakarta adalah 99 
orang. Adapun rinciannya sebagai berikut: 
Tabel 3.1 
Komposisi Pegawai KPPBC Tipe A3 Surakarta 
Menurut Jenjang Pendidikan Formal Tahun 2007 
 
No Tingkat Pendidikan Jumlah 
1. SD 1 orang (1,01%) 
2. SLTP 5 orang (5,05%) 
3. SLTA 53 orang (53,54%) 
4. D I 10 orang (10,1%) 
5. D III 12 orang (12,12%) 
6. S I 16 orang (16,16%) 
7. S 2 2 orang (2,02%) 
Total 99 orang (100%) 
 Sumber: LAKIP KPPBC Tipe A3 Surakarta tahun 2007 
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 Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pegawai di KPPBC Tipe 
A3 Surakarta kebanyakan lulusan SLTA yaitu sebanyak 53,54 % (53 
orang) dari keseluruhan pegawai yang berjumlah 99 orang. 
 
7. Personalia 
 Dalam tugas sehari-hari di KPPBC Tipe A3 Surakarta ada 
beberapa pegawai yang bertugas di luar antara lain berada diperusahaan 
sebagai berikut: 
a. Kawasan Berikat PT Solo Murni 
b. Kawasan berikat PT Sritex 
c. PT. Djitoe, ITC 
d. PT. Dan Liris 
e. PT. Tyfountex Indonesia 
f. PT. Tyupai Adyamas 
g. PT. Dewi Samudra 
h. PT. Pan Rama 
i. PT. Panji Anom 
j. PT. Kencana 
k. PT. Manunggal 
l. PT. Indo Kelly 
m. PT. Kemilau Indah 
n. PT. Kemilau Indah Permana 
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o. PT Aji dan Rama 
p. Kantor Pos 
q. Bandara Adi Sumarmo 
 
8. Sistem Kerja 
Sistem kerja yang berlaku di KPPBC Tipe A3 Surakarta yaitu 
sistem 5 hari kerja. Adapun jadwal kerja dari hari Senin sampai dengan 
hari Jumat sebagai berikut: 
a. Jadwal hari Senin-Kamis 
1) Pukul 07.30 – 12.15 WIB  : Masuk 
2) Pukul 12.15 – 13.30  WIB  : Istirahat 
3) Pukul 13.30 – 17.00 WIB  : Masuk 
4) Pukul 17.00 WIB          : Pulang 
b. Jadwal hari jumat 
1) Pukul 07.30 – 11.30 WIB  : Masuk 
2) Pukul 11.30 – 13.15  WIB  : Istirahat 
3) Pukul 13.15 – 17.00 WIB  : Masuk 







1. Tata Kerja Pembayaran Penerimaan Negara dalam  Rangka Impor 
Dalam penyetoran penerimaan negara, wajib bayar adalah orang 
pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan ditentukan untuk melakukan pembayaran penerimaan negara 
dalam rangka impor, penerimaan negara dalam rangka ekspor, penerimaan 
negara atas barang kena cukai, dan penerimaan negara yang berasal dari 
pengenaan denda administrasi atas pengangkutan barang tertentu. Oleh 
wajib bayar dibayar ke Kas Negara melalui Bank Devisa Persepsi, Bank 
Persepsi, Pos Persepsi, Kantor Bea dan Cukai, atau Kantor Pos dalam 
rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan dan cukai. 
Kegiatan menyerahkan seluruh pembayaran penerimaan negara 
dalam  rangka impor, penerimaan negara dalam rangka ekspor, 
penerimaan negara atas barang kena cukai, dan penerimaan negara yang 
berasal dari pengenaan denda administrasi atas pengangkutan barang 
tertentu yang diterima adalah proses penyetoran penerimaan negara. 
Tatalaksana penyetoran dan pembayaran penerimaan negara pada 
KPPBC Tipe A3 Surakarta sesuai dengan prosedur tertulis yang telah 






1. Wajib bayar adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melakukan 
pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor, penerimaan 
negara dalam rangka ekspor, penerimaan negara atas barang kena 
cukai, dan penerimaan negara yang berasal dari pengenaan denda 
administrasi atas pengangkutan barang tertentu. 
2. Pembayaran adalah kegiatan pelunasan penerimaan negara dalam 
rangka impor, penerimaan negara dalam rangka ekspor, penerimaan 
negara atas barang kena cukai, dan penerimaan negara yang berasal 
dari pengenaan denda administrasi atas pengangkutan barang tertentu 
oleh wajib bayar ke Kas Negara melalui Bank Devisa Persepsi, Bank 
Persepsi, Pos Persepsi, Kantor Bea dan Cukai, atau Kantor Pos dalam 
rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan dan cukai. 
3. Penyetoran adalah kegiatan menyerahkan seluruh pembayaran 
penerimaan negara dalam  rangka impor, penerimaan negara dalam 
rangka ekspor, penerimaan negara atas barang kena cukai, dan 
penerimaan negara yang berasal dari pengenaan denda administrasi 
atas pengangkutan barang tertentu yang diterima dari wajib bayar ke 
Kas Negara oleh Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi, Pos Persepsi, 
Kantor Bea dan Cukai, atau Kantor Pos. 
 lxxiv 
4. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan 
oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk 
menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar 
pengeluaran negara. 
5. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut 
Kantor Bea dan Cukai adalah kantor dalam lingkungan Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean 
dan/atau cukai yang terdiri dari: 
a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang 
selanjutnya disingkat dengan Kanwil DJBC. 
b. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang selanjutnya 
disingkat dengan KPU BC. 
c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya yang 
selanjutnya disingkat dengan KPPBC Madya. 
d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang 
selanjutnya disingkat dengan KPPBC. 
6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat 
dengan KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa 
Bendahara Umum Negara. 
7. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri 
Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam 
 lxxv 
rangka impor dan ekspor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai 
dalam negeri dan penerimaan bukan pajak. 
8. Bank Devisa Persepsi, yang selanjutnya disebut Bank adalah bank 
umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran 
penerimaan negara dalam rangka impor dan ekspor. 
9. PT. Pos Indonesia (Persero), yang selanjutnya disebut Kantor Pos 
adalah badan usaha milik negara yang mempunyai unit pelaksana 
teknis di daerah yaitu sentral giro/sentral giro gabungan/sentral giro 
gabungan khusus serta kantor pos dan giro. 
10. Pos persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan 
untuk menerima setoran penerimaan negara. 
11. Nomor Transaksi Penerimaan Negara, yang selanjutnya disingkat 
dengan NTPN, adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang 
diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara. 
12. Nomor Transaksi Bank, yang selanjutnya disingkat dengan NTB, 
adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan oleh Bank 
Persepsi/Bank Devisa Persepsi. 
13. Nomor Transaksi Pos, yang selanjutnya disingkat dengan NTP, adalah 
nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan oleh Pos Persepsi. 
14. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak, yang selanjutnya disingkat 
dengan SSPCP adalah surat yang digunakan untuk melakukan 
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pembayaran dan sebagai bukti pembayaran atau penyetoran 
penerimaan negara. 
15. Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan PDE 
adalah pertukaran data elektronik melalui komunikasi antar aplikasi 
dan antar organisasi yang terintegrasi dengan menggunakan perangkat 
sistem komunikasi data. 
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 
17. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas 
tertentu berdasarkan Undang-Undang. 
18. Surat Penetapan adalah surat tagihan yang diterbitkan oleh Pejabat 
Bea dan Cukai atau Direktur Jenderal yang meliputi Surat Penetapan 
Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), Surat Penetapan Pabean (SPP), 
Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA), Surat Penetapan 
Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP), Surat Penetapan 
Perhitungan Bea Keluar (SPPBK), Surat Penetapan Kembali 
Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK), dan Surat Tagihan Cukai (STCK-
1). 
20. Penerimaan negara dalam rangka impor terdiri dari: 
a. bea masuk, termasuk bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, 
bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk pembalasan, bea 
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masuk ditanggung pemerintah atas hibah (SPM Nihil), bea masuk 
dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). 
b. denda administrasi pabean 
c. pendapatan pabean lainnya 
d. PPN Impor 
e. PPh pasal 22 impor 
f. PPnBM impor 
g. bunga penagihan PPN 
h. Penerimaan Negara Bukan Pajak 
21. Penerimaan negara dalam rangka ekspor terdiri dari: 
a. bea keluar 
b. denda administrasi bea keluar 
c. bunga bea keluar 
d. Penerimaan Negara Bukan Pajak 
22. Penerimaan negara atas barang kena cukai terdiri dari: 
a. cukai hasil tembakau 
b. cukai etil alkohol 
c. cukai minuman mengandung etil alkohol 
d. denda administrasi cukai 
e. pendapatan cukai lainnya 
f. PPN hasil tembakau 
g. Penerimaan Negara Bukan Pajak 
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23. Pendapatan pabean lainnya terdiri dari: 
a. bunga atas bea masuk 
b. bunga atas denda administrasi pabean 
c. bunga atas denda administrasi bea keluar 
d. denda administrasi ekspor selain bea keluar 
e. bunga atas denda administrasi ekspor selain bea keluar 
24. Pendapatan cukai lainnya terdiri dari: 
a. bunga atas utang cukai, kekurangan cukai, dan/atau denda 
administrasi cukai 
b. biaya pengganti pencetakan pita cukai 
c. biaya pengganti pembuatan label tanda pengawasan cukai. 
25. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat dengan 
PNBP adalah penerimaan negara yang dipungut oleh Direktorat 


































2.  Pajak Impor 
 Pajak Impor merupakan elemen terakhir dari Landing Cost. 
Indonesia mengenakan 2 jenis pajak atas impor, yaitu : PPn Impor dan      
PPh Pasal 22. 
Pajak Impor = PPn Impor + PPh Pasal 22 
PPn Impor dikenakan 10% dari nilai CIF dan Import Duty. Maka 
formulanya menjadi sebagai berikut : 
PPn Impor = 10% x [ CIF + ID] 
Dimana : 
CIF = Cost (FOB) + Insurance + Freight 
ID = Import Duty 
Contoh : 
PT. A melakukan impor barang dari China, dengan rincian sebagai berikut: 
Nilai Barang yang di Impor (FOB) = USD 3,500.00 
Insurance = USD 100.000 
Freight = USD 250.00 
Import Duty = USD 150.00 
Perhitungan : 
PPn Impor = 10% x [ (USD 3,500.00 + USD 100.00 + USD 250.00) +  
USD 150.00 ] 
  PPn Impor = USD 400.00 
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PPh Pasal 22 dikenakan sebesar 7.5% dari nilai CIF dan Import Duty, 
formulanya: 
PPh Pasal 22 = 7.5% x [CIF + ID]  
Dengan menggunakan contoh yang sama, maka besarnya PPh Pasal 22 
yang dikenakan adalah sebesar USD 300.00 
 
3. Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam 
Rangka Impor 
Persetujuan pengeluaran barang impor dengan penangguhan 
pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor diberikan 
oleh Kepala Kantor Pabean apabila importir telah mengajukan : 
a. PIB dan jaminan, atau  
b. Dokumen pelengkap pabean dan jaminan.  
Barang impor yang mendapatkan fasilitas penangguhan pembayaran 
meliputi barang impor: 
a. Yang mendapatkan kemudahan pembayaran berkala  
b. Untuk pembangunan proyek yang mendesak  
c. Untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat  
d. Yang memerlukan pelayanan segera  
e. Yang akan memperoleh fasilitas pembebasan atau keringanan Bea 
Masuk dan atau Pajak dalam rangka impor.  
Jangka Waktu Penangguhan 
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a. Importir yang barang impornya telah mendapat persetujuan pengeluaran 
dengan penangguhan pembayaran, wajib menyelesaikan kewajiban 
yang dipersyaratkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari 
sejak tanggal pendaftaran PIB atau dokumen pelengkap Pabean di 
Kantor Pabean.  
b. Perpanjangan jangka waktu hanya dapat dilakukan atas persetujuan 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuknya.  
 
4. Target Penerimaan Negara pada KPPBC Tipe A3 Surakarta 
Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan oleh KPPBC Tipe A3 
Surakarta berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 444/KMK.01/2001 
tanggal 23 Juli 2001,  yaitu memberikan pelayanan dan pengawasan pada 
bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melayani dalam arti ini 
adalah memenuhi kebutuhan  pengguna jasa KPPBC. KPPBC Tipe A3 
Surakarta sebisa mungkin melakukan pengawasan terhadap barang-barang 
atau perusahaan dalam bidang pabean dan cukai sehingga tidak terjadi 
pelanggaran dan dapat merugikan negara. Dengan demikian masyarakat 
pengguna jasa dapat mencapai kepuasan terhadap pelayanan yang 
diberikan oleh KPPBC Tipe A3 Surakarta. 
KPPBC Tipe A3 Surakarta selalu menentukan target produksi, 
yang dalam hal ini dapat memicu sebisa mungkin harus melayani 
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masyarakat sebanyak-banyaknya dengan pelayanan terbaik. Untuk itu 
KPPBC Tipe A3 Surakarta selalu berusaha agar bisa mencapai target 
produksi yang telah ditentukan oleh pusat dan juga dapat mengalami 
peningkatan untuk setip tahunnya. 
Seberapa banyak target penerimaan yang harus dicapai oleh 
KPPBC Tipe A3 Surakarta ditentukan oleh pusat. Dan dalam setiap 
semester bisa saja berubah, dilihat dari pencapaian target sebelumnya. 
Seperti yang dikatakan bapak Joko Sartono selaku korlak seksi 
perbendaharaan: 
“pencapaian target ditetapkan oleh pusat, kentor pusat akan 
menjabarkan kepada kantor wilayah, kantor wilayah menjabarkan 
lagi kepada kantor pelayanan. Untuk menetapkan target ini 
biasanya kantor pusat akan menganalisa semua penerimaan yang 
kita laporkan. Semua dianalisa, berapa yang bisa tercapai dan 
berapa yang tidak. Dan itu dijadikan pedoman yang akan datang” 
 (Sumber: Data Primer, wawancara 15 Maret 2009)   
 
Pencapaian target produksi pada KPPBC Tipe A3 Surakrta untuk 
setiap tahunnya tidak sama, kadang mengalami peningkatan, kadang juga 
mengalami penurunan. Semua tergantung pada faktor-faktor yang 
mempengaruhi, baik faktor intern maupun ekstern, seperti kenaikan tarif 
cukai atau kenaikan impor. 
Adapun untuk mengetahui lebih jelas mengenai efektifitas KPPBC 




Penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta 
Tahun 2001-2008 (dalam rupiah) 
 










Penerimaan Pabean Penerimaan Cukai Tahun 
Target Realisasi Target Realisasi 
2001 




   
132.129.728.279  
    
126.643.536.377  
2002 




   
151.168.330.000  
    
136.013.373.000  
2003 




   
203.063.000.000  
    
152.243.466.000  
2004 
      
2.008.629.000  
     
741.639.000  
   
151.151.767.000  
    
149.547.613.000  
2005 




   
145.767.233.000  
    
180.486.914.000  
2006 
      
1.764.721.000  
     
920.505.000  
   
199.071.490.000  
    
262.933.523.000  
2007 




   
293.507.671.000  
    
156.041.335.282  
2008 




   
355.441.448.000  














Grafik Penerimaan Cukai 
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Data-data  diatas menunjukan bahwa target pada setiap tahunnya 
tidak sama. Begitu juga dengan penerimaan dan realisasi yang dicapai 
dalam pemenuhan target pada tiap tahunnya. Pada tabel dan grafik diatas 
dapat dilihat bahwa KPPBC Tipe A3 Surakarta tidak selalu dapat 
memenuhi target yang telah ditetapkan, tetapi sekali dapat memenuhi 
dapat melebihi target. 
Dengan demikian dapat dikatakan kinerja pada KPPBC Tipe A3 
Surakarta dengan dilihat dari pencapaian target dapat dikatakan cukup 
berhasil karena dapat mencapai target yang telah ditetapkan dari kantor 
pusat bahkan melebihi target yang ditetapkan, walaupun terkadang 
dibawah target. 
Dilihat dari seberapa besar target yang dapat dicapai, produktifitas 
dalam pencapaian penerimaan negara pada KPPBC Tipe A3 Surakarta 
cukup baik. Dan produktifitas itu sendiri dipengaruhi oleh produksi atau 
kegiatan yang dilakukan oleh pengguna jasa yang berhubungan dengan 
kepabeanan dan cukai. Jika produksi atau kegiatan dari para pengguna jasa 
besar, maka produktivitas dari KPPBC Tipe A3 Surakarta juga meningkat. 
Untuk lebih jelas, dengan menggunakan metode Analisys Time 
Series dapat dipastikan apakah data tersebut mengalami kenaikan atau 




Menghitung Trend Garis Lurus dengan Metode Kuadrat Terkecil 













        ∑ Y        18.644.526.813    
a =             =                              =  2.330.565.851,6 
          n                     8 
 
        ∑ XY      -23.925.775.535  
b =               =                                =  -142.415.330,6 
           X2                    168 
 
Persamaan Trend:  Y’  =  2.330.565.851,6  -  142.415.330,6  X 
    
Ini menunjukan  trend yang  menurun.  
Untuk menentukan  Trend Penerimaan Pabean tahun 2009, 
Y’  =  2.330.565.851,6  -  142.415.330,6  X 
Tahun Penerimaan Pabean 
(Y) X XY X2 
2001 
                
3.165.983.300  -7 -22.161.883.100 49 
2002 
                
5.487.485.000  -5 -27.437.425.000 25 
2003 
                
1.840.084.000  -3 -5.520.252.000 9 
2004 
                   
741.639.000  -1 -741.639.000 1 
2005 
                
1.844.000.000  1 1.844.000.000 1 
2006 
                   
920.505.000  3 2.761.515.000 9 
2007 
                
2.591.952.513  5 12.959.762.565 25 
2008 
                
2.052.878.000  7 14.370.146.000 49 
Total 
     
18.644.526.813    -23.925.775.535 168 
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Y’ 2009  =  2.330.565.851,6  -  142.415.330,6  (9) 
          =  1.048.827.876 
Jadi, perkiraan Penerimaan Pabean tahun 2009 adalah  1.048.827.876 
 
Penerimaan Cukai 
Tahun Penerimaan Cukai (Y) X XY X2 
2001 
             
126.643.536.377  -7 -886.504.754.639 49 
2002 
             
136.013.373.000  -5 -680.066.865.000 25 
2003 
             
152.243.466.000  -3 -456.730.398.000 9 
2004 
             
149.547.613.000  -1 -149.547.613.000 1 
2005 
             
180.486.914.000  1 180.486.914.000 1 
2006 
             
262.933.523.000  3 788.800.569.000 9 
2007 
             
156.041.335.282  5 780.206.676.410 25 
2008 
             
355.441.448.000  7 2.488.090.136.000 49 
Total 
          
1.519.351.208.659    2.064.734.664.771 168 
 
 
        ∑ Y       1.519.351.208.659 
a =             =                                    =  189.918.901.082  
          n                        8 
 
        ∑ XY       2.064.734.664.771 
b =               =                                   =  12.290.087.290 
           X2                    168 
 
 
Persamaan Trend:  Y’  =  189.918.901.082  +  12.290.087.290 X 
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Ini menunjukan  trend yang  menaik.  
Untuk menentukan  Trend Penerimaan  Cukai tahun 2009, 
Y’  =  189.918.901.082   +  12.290.087.290 X  
Y’ 2009  =  189.918.901.082   +  12.290.087.290  (9) 
          =   300.529.686.695  
Jadi, perkiraan Penerimaan Cukai  tahun 2009 adalah  300.529.686.695  
Cukai mempunyai peranan yang sangat penting dalam Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara (APBN) selain dari sektor pajak. Dari sinilah 
penerimaan cukai pada dasarnya memiliki potensi yang cukup besar dalam 
meningkatkan pembangunan. Cukai juga dikenakan atas barang yang 
pengkonsumsiannya perlu dibatasi, salah satunya adalah cukai MMEA.  
 Perhitungan di atas menunjukan bahwa penerimaan dalam pabean 
cenderung mengalami penurunan, sedangkan penerimaan dalam cukai 
cenderung mengalami kenaikan.  
 
5. Hambatan dan Upaya Mengatasi Permasalahan dalam Pembayaran 
dan Penyetoran 
Tatalaksana penyetoran dan pembayaran penerimaan negara pada 
KPPBC Tipe A3 Surakarta sesuai dengan prosedur tertulis yang telah 
ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 
213/PMK.04/2008. 
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Perlu diketahui juga bahwa KPPBC Tipe A3 Surakarta dalam 
pembayaran dan penyetoran mengalami hambatan, yaitu dalam 
Penerimaan BM, Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak.  
Ada beberapa pengguna jasa yang belum/tidak menyerahkan bukti 
pembayaran (SSPCP/SSCP/SSBP) pada hari itu juga setelah membayar di 
bank. Hal ini berakibat pada terganggunya administrasi penerimaan dan 
tidak samanya hasil rekonsiliasi dengan KPPN (Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara). 
Untuk mengatasi hal tersebut, petugas KPPBC Tipe A3 Surakarta 
menerbitkan surat yang isinya himbauan sekaligus teguran agar pengguna 
jasa menyerahkan bukti pembayaran setelah membayar di bank, dan 
petugas KPPBC Tipe A3 Surakarta yang berhubungan langsung dengan 
pengguna jasa selalu berusaha  mengingatkan kewajiban pengguna jasa, 
sehingga administrasi penerimaan berjalan lancar dan hasil rekonsiliasinya 












1. Tatalaksana penyetoran dan pembayaran penerimaan negara pada KPPBC 
Tipe A3 Surakarta sesuai dengan prosedur tertulis yang telah ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.04/2008. 
2. Pajak Impor merupakan elemen terakhir dari Landing Cost. Indonesia 
mengenakan 2 jenis pajak atas impor, yaitu : PPn Impor dan      PPh Pasal 
22. 
Pajak Impor = PPn Impor + PPh Pasal 22 
PPn Impor dikenakan 10% dari nilai CIF dan Import Duty. Maka 
formulanya menjadi sebagai berikut : 
PPn Impor = 10% x [ CIF + ID] 
PPh Pasal22 dikenakan 7,5% dari nilai CIF dan Import Duty. Maka 
formulanya menjadi sebagai berikut : 
PPh Pasal22 = 7,5% x [ CIF + ID] 
Dimana : 
CIF = Cost (FOB) + Insurance + Freight 




3. Persetujuan pengeluaran barang impor dengan penangguhan pembayaran 
Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor diberikan oleh Kepala 
Kantor Pabean apabila importir telah mengajukan : 
c. PIB dan jaminan, atau  
d. Dokumen pelengkap pabean dan jaminan.  
4. Pencapaian target produksi pada KPPBC Tipe A3 Surakrta untuk setiap 
tahunnya tidak sama, kadang mengalami peningkatan, kadang juga 
mengalami penurunan. Semua tergantung pada faktor-faktor yang 
mempengaruhi, baik faktor intern maupun ekstern, seperti kenaikan 
tarif cukai atau kenaikan impor. 
5. Hambatan yang pernah tejadi pada KPPBC Tipe A3 Surakarta dalam 
pelayanan Penerimaan BM, Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah ada beberapa pengguna jasa yang 
belum/tidak menyerahkan bukti pembayaran (SSPCP/SSCP/SSBP) pada 
hari itu juga setelah membayar di bank. Hal ini berakibat pada 
terganggunya administrasi penerimaan dan tidak samanya hasil 
rekonsiliasi dengan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). 
Dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah 
dengan: 
a. Menerbitkan surat yang isinya himbauan sekaligus teguran agar 
pengguna jasa menyerahkan bukti pembayaran setelah membayar di 
bank. 
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b. Petugas Bea dan Cukai yang berhubungan langsung dengan pengguna 
jasa selalu berusaha  mengingatkan kewajiban pengguna jasa. 
 
a. Saran 
1. Untuk lebih meningkatkan kinerja dari KPPBC Tipe A3 Surakarta yang 
berkaitan dengan pelayanan penyetoran dan pembayaran penerimaan 
negara,  KPPBC Tipe A3 Surakarta sebaiknya meningkatkan kualitas dari 
para pegawai. Dengan meningkatkan standar jenjang pendidikanpara 
pegawainya. Untuk menambah keterampilan dan wawasan pegawai saat 
ini, perlu adanya diklat-diklat yang frekuensinya perlu ditambah dari 
sebelumnya. 
2. KPPBC Tipe A3 Surakarta harus memperbaharui sarana dan prasarana 
yang ada di kantor. Agar kinerja semakin lebih mudah dan memberikan 
pelayanan kepada para pengguna jasa semakin lebih baik dan cepat. Selain 
itu KPPBC Tipe A3 Surakarta juga harus memperhatikan apa yang 
menjadi kebutuhan para pegawainya guna menunjang kinerjanya. 
3. Mengingat penerimaan dari sektor MMEA (Minuman Mengandung Eil 
Alkohol)  tidak sebesar penerimaan dari cukai hasil etil alkohol dan 
tembakau, KPPBC Tipe A3 Surakarta lebih memberikan sosialisasi dalam 
melakukan pembinaan terhadap pengusaha MMEA. KPPBC Tipe A3 
Surakarta diharapkan mengadakan kerjasama dengan industri kecil Ciu 
Bekonang, dengan adanya pembinaan dari pemerintah, industri Ciu 
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Bekonang akan lebih berkualitas dan bisa menjadi salah satu sumber 
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